SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIR]
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG

Menimbang

Mengingat

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DIDESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 11
tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa petlu
disempurnakan untuk lebih meningkatkan ketertiban pengelolaan dan
tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan peningkatan pemberdayaan
masyarakat Desa secara swakelola ;

bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa, Nomor 141/2079/418.63/2015 tanggal 23 Juli 2015
perthal Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Berita Acara
Rapat Koordinasi Membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomeor
11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
Nomor 141/2073/418.63/2015 tanggal 5 Agustus 2015, perlu adanya
perubahan Peraturan Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3956) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa ,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Uang di Desa;

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan di Desa,

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan

Barang/Jasa di Desa.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber
Pendapatan Desa ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTAN G
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 11), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah schingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

2. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
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Bupati adalah Bupati Kediri.

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Kedin.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem P emerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Desa.

Kepaia Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat.

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang Bersifat
menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes
adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat.

Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk oleh oleh Bupati yang selanjutnya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan
cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.

Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim
yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah
Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/jasa.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat/panitia yang ditetapkan oleh
Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Pakta Intcgritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
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Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun
tidak  bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan. Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan
konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

lelsa Konsyltansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu
diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang

memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa.

Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian
adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana
Swakelola.

Ketentuan ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 7 diubah schingga berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2
(3)
“4)

(3)

(6)

(7

Pasal 7
TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur
Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.
Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Perangkat Desa
yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah
sebagai anggota aktif, memiliki kompetensi dibidangnya dan organisasinya terdaftar di
Pemerintah Desa setempat.
TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas :
a. ketua, adalah berasal dari unsur Perangkat Desa ;
b. sckretaris, adalah unsur yang berasal dari Perangkat Desa atau Lembaga
Kemasyarakatan Desa ;
¢. Bendahara dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari unsur Perangkat Desa
dan/atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada TPK berupa honorarium dan
keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
dimaksud.
Honorarium dan keperluan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan
untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di atas nilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Pejabat/Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan ketentuan :

a. Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai sampai
dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh 1 (satu) orang
Pejabat dari unsur Perangkat Desa ;

b. Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai diatas
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh 3 (tiga) orang Panitia dan
unsur Perangkat Desa dan Lembaga Kem asyarakatan Desa .



)

(4)
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(6)
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Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagal berikut :

a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;

b. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah Desa.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian yang dituangkan di
dalam Berita Acara Hasil Pemenksaan ;

b. menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan dan
pengujian ;

¢. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat

menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau swasta

sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Dalam hal keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak turut serta

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan/atau Berita Acara Serah

Terima Hasil Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis.

Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan/atau Berita Acara Serah

Terima Hasil Pekerjaan.

Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1
)

3

(4)
(5)

(6)
(7

Pasal 12
Untuk mendukung kegiatan Swakelola, Pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat
disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang
dianggap mampu oleh TPK.
Dihapus.
Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK :
a. menunjuk satu orang anggota scbagai penanggung jawab teknis pelaksanaan
pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
¢. dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/atau mandor).
TPK wajib memonitoring atas kemajuan fisik/semua kegiatan pekerjaan yang menjadi
tanggungjawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu.
Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/atau peningkatan jalan di
pedesaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
dilakukan secara Swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes terbagi
tiga tahap yaitu:
a. tahap pertama senilai 60% (enam puluh persen) merupakan uang dimuka dari nilai
pekerjaan untuk membiayai persiapan Pelaksanaan kegiatan;
b. tahap kedua senilai 30% (tiga puluh persen) setelah TPK mempertanggungjawabkan
100%(seratus perseratus) dari nilai uang dimuka yang telah dipergunakan;dan
c. tahap ketiga senilai 10% (sepuluh persen) setelah TPK mempertanggungjawabkan
100% (seratus persen) dari nilai vang yang diminta pada tahap kedua yang telah
dipergunakan.

TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan
yang menjadi kewajibannya.

TPK wajib membuat pertanggungjawaban hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa
selaku PKPKDes.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa, Nomor 141/2079/418.63/2015 tanggal 23 Juli 2015 perihal Perubahan Peraturan
Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Berita
Acara Rapat Koordinasi Membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Nomor 141/2073/418.63/2015 tanggal 5 Agustus
2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan Penetapan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 - 8 - 2015

BUPAT! KEDIRI,
TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIR],
TTD.

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

An SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. SUK

mbina
NIP. 19670307 199003 1 006



